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ABSTRAK

Analisis Peran dan Fungsi Audit Internal Inspektorat Kabupaten Muna
Terhadap Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Muna

Berdasarkan hasil penilaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD),
Kabupaten Muna memiliki status rendah, dan indeks Monitoring Center for Prevention
(MCP) sebesar 22%. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi peran serta fungsi
Inspektorat Kabupaten Muna dalam melakukan pengawasan terhadap
penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, termasuk hambatan dalam melakukan
pengawasan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan
kualitatif, yang mendeskripsikan secara rinci kegiatan yang dilakukan Inspektorat
Kabupaten Muna. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Inspektorat Kabupaten Muna
telah melakukan fungsi pengawasan cukup baik terhadap penyelenggaraan urusan
pemerintahan daerah. Namun, masih terdapat hambatan yang dihadapi dan perlu
perbaikan agar pencapaian tujuan lebih efektif.

Kata Kunci: Pengawasan, Audit Internal, Pemerintah Daerah.

ABSTRACT

Analysis of the Role and Functions of Internal Audit by the Muna Regency
Inspectorate in Implementing Local Government Affairs in Muna Regency

Based on the assessment results of the Regional Government Implementation Report
(LPPD), Muna Regency holds a low status, with a Monitoring Center for Prevention
(MCP) index of 22%. This research aims to identify the roles and functions of the
Muna Regency Inspectorate in supervising the administration of local government
affairs, including the obstacles faced during supervision. The research method used is
descriptive with a qualitative approach, describing in detail the activities carried out
by the Muna Regency Inspectorate. The research results show that the Muna Regency
Inspectorate has performed its supervisory function quite well in the administration of
local government affairs. However, there are still obstacles encountered and
improvements needed for more effective goal achievement.

Keywords: Supervision, Internal Audit, Regional Government.
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah masih
menghadapi berbagai kendala, yang mengakibatkan pengawasan internal belum
sepenuhnya berfungsi sebagai quality assurance. Hal ini berarti pengawasan
tersebut belum mampu menjamin bahwa kegiatan dilaksanakan secara efektif,
efisien, dan sesuai dengan aturan dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Fokus
utama pengawasan seharusnya berorientasi pada tindakan pencegahan, yaitu
mengantisipasi atau meminimalisir adanya kesalahan yang dilakukan oleh
perangkat daerah dalam melaksanakan kegiatan, serta mengevaluasi pelaksanaan
kegiatan agar kesalahan yang telah terjadi sebagai pembelajaran untuk mencegah
terulangnya kesalahan di masa depan. Untuk mengoptimalkan pengawasan dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah dan mendukung terwujudnya tata kelola
pemerintahan yang baik, perlu dilakukan peningkatan peran pengawasan dengan
memperhatikan faktor-faktor yang memengaruhi kualitas pengawasan. Hal ini
penting untuk mencapai tujuan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang
bersih.

Pemerintah Kabupaten Muna merupakan salah satu penyelenggara
pemerintahan daerah yang berdasarkan undang-undang memiliki kewenangan
daerah otonom. Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut dilakukan
oleh perangkat daerah. Untuk memastikan penyelenggaraan urusan pemerintahan
dilakukan secara transparan dan akuntabel maka dibentuk inspektorat sebagai
perangkat daerah yang merupakan aparat pengawasan intern pemerintah yang
bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan.

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran Tahun 2023
diketahui inspektorat merencanakan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
sebanyak 3 laporan, Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah sebanyak 2
laporan, Reviu Laporan Keuangan sebanyak 9 laporan serta pengawasan dengan
tujuan tertentu sebanyak 7 laporan. Berdasarkan perencanaan tersebut terdapat
perangkat daerah yang tidak dapat dilakukan pemeriksaan oleh inspektorat.

Berdasarkan hasil penilaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
(LPPD) oleh Kementerian Dalam Negeri diketahui kondisi Pemerintah Kabupaten

Muna masih kategori rendah. Selain itu, indeks Monitoring Center for Prevention
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(MCP) yang dikelola oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pemerintah
Kabupaten Muna masih rendah dengan indeks 22%. Berdasarkan informasi awal,
Inspektorat Kabupaten Muna dalam menjalankan peran dan fungsinya sebagai
perangkat daerah yang melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan
pemerintahan belum optimal.

Pengawasan yang seharusnya bertujuan untuk menilai efektivitas, efisiensi,
dan keandalan informasi terkait pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah
masih belum mampu sepenuhnya berperan sebagai quality assurance dalam
mencegah terjadinya penyimpangan.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, penulis memandang
penting untuk melakukan penelitian terkait hal ini “Analisis peran dan fungsi audit
internal inspektorat Kabupaten Muna terhadap penyelenggaraan urusan

pemerintahan daerah di Kabupaten Muna”.

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi peran serta fungsi
Inspektorat Kabupaten Muna dalam melakukan pengawasan terhadap
penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, termasuk hambatan dalam

melakukan pengawasan.
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